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BUPATI SELUMA 

PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR '10 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS 

DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SELUMA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, bahwa Penghasilan tetap diberikan kepada 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa 

lainnya dianggarkn dalam APBDesa yang bersumber dari 

Alokasi Dana Desa (ADD); 

b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
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Mengingat 

• 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, bahwa besaran Penghas~lan tetap Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Perangk;:lt Desa lainnya 

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangam. sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Seluma tentang Pedoman 

Pemberian besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selljlma; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 

Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indone~ia Tahun 2003 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4266); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oi4 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarqbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T~bahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara R.epublik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah\ln 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petrubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 220); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Repub]ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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Menetapkan 
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10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 

11 Tahun 2019 ten tang PPrioritas Penggunaan Dana 

Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

12. Peraturan Bupati Seluma Nomor Tahun 2019 ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, 

SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip 

NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik 

Indonesia Tahun 1945 . 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah 

Kabupaten Seluma. 

4. Bupati adalah Bupati Seluma. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Seluma. 

6. Desa adalah desa dan desa adat a~u yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/ atau hak tradisional yang diaku,i dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7 . Pemerin tahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 

dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersum ber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Pasal 2 

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman 

Pemberian besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Seluma; 

Pasal 3 

( 1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan ferangkat Desa 
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lainnya memperoleh Penghasilan Tetap ¥tiaP bulan; 

(2) Penghasilan Tetap diberikan kepad~ Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya 

dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari 

Alokasi Dana Desa (ADD); 

(3)Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya 

sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

standar sebagai berikut: 

a. Penghasilan tetap Kepala Des~ sebesar Rp. 

2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam 

ribu enam ratus empat puluh rupiah~; 

b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 

2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat 

ribu empat ratus dua puluh rupiah); 

c. Penghasilan tetap Perangkat D~sa sebesar Rp. 

2.022.200,- (dua juta dua puluh d~a ribu dua ratus 

rupiah). 

Pasal 4 

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalatll APBDesa selain 

Dana Desa, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) dan/ a tau 

Pendapatan Desa lainnya yang sah sesuai peratura 

perundang-undangan yang dianggarkan dalam APBDesa. 

Pasal 5 

(1) Selain menenma Penghasilan Tetcl-p sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dapat 

diberikan Tunjangan Kepala Desa yan$ bersumber dari 

APBDesa sesuai Kemampuan Keuan~ Desa dengan 

be saran tidak mele bihi tunjangan Kf pala Desa yang 

diterima Tahun Anggaran sebelumnya; 

(2) Rincian Jenis dan besaran tunjan~an Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
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dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 6 

Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tidfk mendapatkan 

Penghasilan tetap Kepala Desa. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlakus, Peraturan 

Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan 

penghasilan Tetap Kepala Desa, P~rangkat Desa, 

Tunjangang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa di Lingkungan Pemerintah Kabljlpaten Seluma, 

sepanjang mengatur Besaran Penghasilan tetap Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya di cabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Bupati 

diundangkan. 

Pasal 8 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahui, memerintahkan 

Peraturan Bupati 1n1 dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma . 

. BUNDRA JAYA 

Diundangkan Di Tais 

pada tanggal to h"var--; 202-0 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, 

BERITA DAERAH ?" PATEN SELUMA TAHUN 2019 N0M0R .• ...... 
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